KONSTITUSI HMI Anggaran Rumah Tangga [7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Bismillahirrohmanirrahiim

BAB |
KEANGGOTAAN

BAGIAN | : ANGGOTA

: Anggota Muda ialah mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat

keanggotaan.

: Anggota Biasa ialah anggota muda yang telah memenuhi syarat untuk

menjadi anggota biasa dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan

Kader | yang dianggap sah oleh Pengurus Cabang.

: Anggota Kehormatan ialah orang yang dianggap telah berjasa kepada HMI

yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.

BAGIAN II : TATA CARA KEANGGOTAAN

> a. Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus menyatakan

persetujuannya terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Khittah Perjuangan serta Pedoman-pedoman lainnya;

b. Bila telah memenuhi apa yang tersebut dalam ayat a, serta pernah
mengikuti aktivitas HMI dan memenuhi syarat keanggotaan, maka yang
bersangkutan dinyatakan sebagai Anggota Muda HMI;

c. Anggota muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa
dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus Latihan Kader | berhak
menjadi Anggota Biasa;

d. Syarat untuk menjadi anggota kehormatan ditentukan oleh Pengurus
Cabang berdasarkan aturan-aturan HMI setelah melihat dedikasi,

aktivitas, kontinuitas, dan komitmen perjuangannya terhadap HMI.
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Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

a

a

a

b.

BAGIAN Il : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

: Hak Anggota

Anggota Muda berhak mengikuti LK | dan aktivitas-aktivitas lainnya yang
diselenggarakan oleh organisasi;

Anggota Muda yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Biasa
dan atau mahasiswa Islam yang telah lulus LK | berhak menjadi Angota
Biasa;

Anggota Muda berhak mengikuti kegiatan-kegiatan berdasarkan ketentuan
pimpinan HMI dan berhak mengeluarkan pendapat atau mengajukan usul,
namun tidak mempunyai hak dipilih dan memilih;

Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul
atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus, serta
mempunyai hak dipilih dan memilih;

Anggota Kehormatan dapat mengajukan saran atau usul, serta

pertanyaan-pertanyaan kepada Pengurus HMI.

- Kewajiban Anggota

Membayar uang pangkal anggota dan uang iuran anggota yang besarnya
ditentukan oleh masing-masing cabang;

Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan HMI;

Menjaga nama baik organisasi;

Terkecuali bagi Anggota Kehormatan tidak berlaku ayat a.

BAGIAN IV : STATUS KEANGGOTAAN

: Massa Keanggotaan

Masa keanggotaan HMI berlaku sejak menjadi anggota HMI hingga 12
tahun dan sesudahnya disebut alumni.;

Anggota yang habis masa keanggotaannya disaat masih memegang
amanah kepengurusan, maka usia keanggotaannya diperpanjang hingga
habis masa kepengurusan.
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Pasal 8 : Jabatan Rangkap

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

a. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi atau badan-

a.

badan lainnya di luar HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya

dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lainnya;

. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan di dalam

struktur HMI, kecuali dalam keadaan tertentu dan atas persetujuan

pimpinan HMI sesuai dengan jenjang kepengurusan.

: Mutasi Anggota

Anggota HMI dapat melakukan Mutasi dari satu cabang ke cabang yang

lain jika pindah Perguruan Tinggi pada cabang yang berbeda;

. Mutasi anggota HMI dari cabang yang satu ke cabang yang lain diwajibkan

membawa Surat Pengantar dan Kartu Anggota dari cabang asal.

BAGIAN V : PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

: Anggota diberhentikan keanggotaannya, karena :

a. Meninggal dunia;
b.
c
d

Atas permintaan sendiri;

. Diskors (pemberhentian sementara);
. Dipecat.

: Anggota dapat diskors atau dipecat, karena :

a.
b.

Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan HMI;

Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI.

: Tata Cara Skorsing/Pemecatan

a.

Tuntutan skorsing/ pemecatan dapat diajukan oleh Pengurus Komisariat

kepada Pengurus Cabang;

. Tata cara skorsing/pemecatan terhadap anggota dilakukan dengan suatu

peringatan terlebih dahulu, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali peringatan;

: Pembelaan

a.

b.

Anggota yang diskorsing/pemecatan, dapat membela diri dalam
Konferensi atau forum yang ditunjuk MSO untuk itu dan Pengurus Cabang
berkewajiban untuk melaksanakannya;

Putusan skorsing/pemecatan yang diambil di dalam Konferensi atau

forum lain yang ditunjuk MSO dianggap sah apabila sekurang-kurangnya
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C.

dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah utusan Komisariat yang
seharusnya hadir;

Prosedur pembelaan diatur dalam Pedoman Operasional HMI.

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN | : KONGRES

Pasal 14: Status

Pasal 15

Pasal 16

. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang;
. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi;
. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali;

. Kongres dapat diadakan menyimpang dari ayat c jika atas inisiatif 1 (satu)

Cabang, dan disetujui lebih dari separuh jumlah Cabang-cabang.

: Kekuasaan/Wewenang

a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI;

b. Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Syuro Organisasi;

e.

. Menetapkan Anggaran Dasar, Aanggaran Rumah Tangga, Khittoh

Perjuangan, dan Pedoman-pedoman Operasional HMI;

. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formateur dan

memilih 4 (empat) Mide Formateur;

Menunjuk Majelis Syuro Organisasi.

: Tata Tertib

2 o o o

Peserta Kongres terdiri dari Utusan Cabang dan Peninjau;

Utusan Cabang mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara;

Peninjau hanya memiliki hak bicara

Peninjau adalah Pengurus Besar yang telah dinyatakan demisioner dan

peninjau dari cabang-cabang;

. Pimpinan Kongres dipilih dari peserta oleh Utusan Cabang, dan berbentuk

Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik;
Steering Committee Kongres memimpin sidang kongres sebelum

Presidium Kongres terbentuk;
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g. Pengurus Besar dinyatakan demisioner setelah pertanggung-jawabannya
dinilai oleh Kongres;

h. Kongres dapat dinyatakan sah apabila telah dihadiri lebih dari separuh
jumlah utusan cabang-cabang;

i. Apabila pada ayat h tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selambat-
lambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dapat dimulai;

J. Jumlah Utusan Cabang dalam Kongres ditentukan dengan rumus:

Sn=ap™
Sn :Batas atas Jumlah anggota a : 50
p :Pembanding =2 n : Jumlah utusan
Contoh Jumlah Anggota Utusan
50 =
100 =
200 =
400 =
800 =
1600 =
Dan seterusnya = dst
k. Jumlah peninjau Cabang ditetapkan oleh Panitia Kongres atas
pertimbangan Steering Committe Kongres;
I. Jumlah Utusan dapat ditetapkan oleh Pengurus Besar HMI atas
persetujuan Majelis Syuro Organisasi untuk cabang yang tidak memiliki

kejelasan jumlah anggota.
BAGIAN Il : KONFERENSI

Pasal 17 : Status
a. Konferensi merupakan musyawarah utusan komisariat-komisariat
ditingkatan cabang;
b. Konferensi memegang kekuasaan tertinggi ditingkat cabang;

c. Konferensi diadakan 1 (satu) kali setahun;
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d.

Konferensi dapat diadakan menyimpang dari ketentuan b jika atas
inisiatif 1 (satu) komisariat, dan disetujui lebih dari separuh jumlah

utusan komisariat.

Pasal 18: Kekuasaan/Wewenang

Pasal 19

a.

d.

e.

Menetapkan Garis Besar Program Kerja sebagai pengejawantahan

Ketetapan-ketetapan Kongres;

. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang HMI;

. Memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan kemudian

memilih 4 (empat) Mide Formateur;
Mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas MSO Cabang

Menunjuk anggota MSO Cabang

: Tata Tertib

o o

a. Peserta Konferensi terdiri dari Utusan Komisariat, dan Peninjau;
b.

Utusan Komisariat memiliki Hak Suara dan Hak Bicara;
Peninjau hanya memiliki hak bicara;
Peninjau adalah Pengurus Cabang yang telah demisioner dan peninjau

dari Komisariat-komisariat;

. Pimpinan Konferensi dipilih dari peserta oleh Utusan k, dan berbentuk

Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik;
Steering Committee Konfrensi memimpin sidang konferensi sebelum

Presidiun Konferensi terbentuk;

. Pengurus Cabang dinyatakan demisioner setelah pertanggung-jawabannya

dinilai oleh Konferensi;

Konferensi dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari separuh utusan
Komisariat;

Apabila ayat h tidak terpenuhi, maka Konferensi diundur selambat-
lambatnya 1 x 24 jam, dan setelah itu dianggap sah;

Jumlah Utusan Komisariat pada Konferensi disesuaikan dengan pasal 16
ayat j dengan ketentuan a = 10 (sepuluh);

Jumlah peninjau dari Komisariat ditentukan oleh Panitia konferensi atas
persetujuan Steering Committe;

Jumlah Utusan dapat ditetapkan oleh Pengurus Cabang atas persetujuan

MSO pada komisariat yang tidak memiliki kejelasan jumlah anggota.
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m. Untuk cabang yang memiliki kurang dari 3 komisariat, maka utusannya

adalah anggota cabang.

n. Bila point m tidak terpenuhi, sidang ditunda selambat-lambatnya 1 x 24

jam dan setelah itu dianggap sah.

BAGIAN Il : RAPAT ANGGOTA

Pasal 20: Status

Pasal 21 :

Pasal 22

. Rapat Anggota merupakan musyawarah anggota Komisariat;
. Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi ditingkat Komisariat
. Rapat Anggota diadakan 1 (satu) tahun sekali;

. Rapat Anggota dapat menyimpang dari ayat a jika atas inisiatif 1 (satu)

anggota dan disetujui lebih dari separuh jumlah anggota pleno

Komisariat.

Kekuasaan/Wewenang

a. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja Komisariat sebagai bentuk

pengejawantahan Ketetapan Konferensi;

. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Komisariat;

. Memilih Ketua Umum merangkap sebagai Formateur dan kemudian

memilih 4 (empat) Mide Formateur;

: Tata Tertib

a. Peserta Rapat Anggota adalah Pengurus Komisariat dan Anggota

Komisariat;

. Anggota Komisariat memiliki Hak Suara dan Hak Bicara;
c. Pengurus Komisariat hanya memiliki Hak Bicara;

. Pimpinan Rapat Anggota dipilih dari peserta oleh Anggota Komisariat, dan

berbentuk Presidium yang memahami konstitusi HMI dengan baik;

. Steering Committee Rapat Anggota memimpin sidang rapat anggota

sebelum Presidium rapat anggota terbentuk;
Pengurus komisariat dinyatakan demisioner setelah Laporan pertanggung-

jawabannya dinilai oleh Rapat Anggota;
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g.

Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh
anggota;
Apabila ayat g tak dapat dipenuhi, Rapat Anggota dapat diundur

maskimal 1 x 24 jam dan dinyatakan sah;

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN | : PUSAT

Pasal 23 : Status

a.
b.

Pengurus Besar adalah badan tertinggi di struktur kepemimpinan HMI;

Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun;

Pasal 24 : Pengurus Besar

a.

C.

Pengurus Besar terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara
Umum, Pengurus Harian, Lembaga Koordinasi, Lembaga-Lembaga
kekaryaan dan Lembaga-Lembaga Khusus dan para stafnya;
Pengurus Besar adalah anggota HMI yang pernah menjadi Pengurus
Cabang, dan telah lulus Latihan Kader Il dan senior course;
Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka dapat diangkat Pejabat

Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Besar;

Pasal 25: Tugas dan Kewajiban :

a.
b.

d.

Pengurus Besar Melaksanakan Ketetapan-Ketetapan Kongres;

Pengurus Besar menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dari
pengurus periode sebelumnya;

Pengurus Besar wajib mengumumkan ke seluruh Cabang segala Kebijakan
Strategis HMI;

Ketua Umum Pengurus Besar HMI bertanggungjawab pada Kongres.

Pasal 26 : Forum pengambilan keputusan pengurus besar terdiri dari :

a. Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi

atas pelaksanaan amanah kongres yang diadakan minimal tiap 6 bulan
dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris jendral, bendahara

umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;
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b.

C.

Rapat presidium adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi
yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris jendral, bendahara

umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang

dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris jendral

BAGIANII: CABANG

Pasal 27 : Status

a.

Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk oleh Pengurus
Besar di tempat yang ada Perguruan Tinggi pada satu Kabupaten/Kota

atau di beberapa kabupaten/kota.

. Cabang dapat didirikan dengan sekurang-kurangnya memiliki Ketua

Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, dan disahkan oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal HMI dengan status cabang persiapan;

. Cabang persiapan menjadi cabang Penuh jika telah memenuhi 30 anggota

dan telah mendapat bimbingan minimal satu tahun oleh Pengurus Besar;

. Penetapan Cabang Penuh dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua Umum

dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar HMI;

. Pendirian cabang dapat dilakukan oleh Anggota atau Komisariat yang

sebelumnya telah masuk pada satu cabang tertentu yang disetujui oleh

pengurus cabang bersangkutan.

Pasal 28 : Pengurus Cabang

a.

Pengurus Cabang adalah badan tertinggi dalam struktur kepemimpinan
HMI ditingkat Cabang;

. Pengurus Cabang terdiri dari Ketua Umum dan Pengurus Harian,

Koordinator Komisariat, Lembaga-Lembaga khusus, dan Lembaga-

Lembaga Kekaryaan;

c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 1 (satu) tahun;

. Pengurus Cabang adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus

Komisariat dan/atau telah lulus Latihan Kader II;

. Apabila Ketua Umum Pengurus Cabang berhalangan tetap, dapat diangkat

Pejabat Ketua Umum oleh Rapat Presidium Pengurus Cabang.
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Pasal 29 : Tugas dan Kewajiban
a. Pengurus Cabang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan
Pengurus Besar dan Ketetapan-Ketetapan Konferensi
b. Pengurus Cabang menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima
dari kepengurusan periode sebelumnya,;
c. Pengurus Cabang harus memberikan laporan kepada Pengurus Besar Tiap
4 (empat) bulan;
d. Ketua Umum Cabang bertanggungjawab pada Konferensi.
Pasal 30 : Forum pengambilan keputusan pengurus cabang terdiri dari :
a. Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi
atas pelaksanaan amanah konferensi yang diadakan minimal tiap 3 bulan
dan minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara

umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

b. Rapat presidium adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi
yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara

umum, dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

c. Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang

dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.

BAGIAN III : KOMISARIAT

Pasal 31 : Status

a. Komisariat merupakan kesatuan organisasi pada suatu Perguruan
Tinggi/Fakultas/Jurusan, atau beberapa Fakultas/Jurusan pada
perguruan tinggi yang sama yang dibentuk oleh Pengurus Cabang;

b. Pendirian Komisariat dapat dilakukan sekurang-kurangnya harus ada 3
(tiga) anggota komisariat dengan status komisariat persiapan;

c. Komisariat persiapan menjadi komisariat penuh jika telah memenuhi 10
anggota dan telah mendapat bimbingan minimal 6 bulan dari cabang.

d. Pendirian Komisariat dapat dilakukan oleh Anggota HMI yang sebelumnya

telah masuk dalam satu komisariat tertentu dengan mengajukan
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Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34 :

a.

permohonan kepada Pengurus Cabang untuk mendapat persetujuan serta
pertimbangan komisariat tersebut.

Pengurus Komisariat:

. Pengurus Komisariat adalah badan tertinggi dalam struktur kepemimpinan

HMI ditingkat Komisariat;

. Pengurus Komisariat memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun;

. Pengurus Komisariat minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara;

. Pengurus Komisariat merupakan anggota biasa Komisariat.

. Apabila Ketua Komisariat berhalangan tetap, dapat diangkat Pejabat

Ketua Umum oleh Rapat Koordinasi Pengurus Komisariat.

: Tugas dan Kewajiban

a.

Pengurus Komisariat melaksanakan Keputusan-Keputusan Pengurus

Cabang dan Ketetapan-Ketetapan Rapat Anggota

. Pengurus Komisariat menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah

terima dari pengurus periode sebelumnya;

. Pengurus Komisariat harus memberikan laporan kepada Pengurus Cabang

tiap 4 (empat) bulan;

. Ketua Umum Komisariat HMI sebagai pemimpin Pengurus Komisariat

bertanggungjawab pada Rapat Anggota.

Forum pengambilan keputusan pengurus besar terdiri dari :

Rapat pleno, adalah forum pengambilan keputusan untuk mengevaluasi atas

pelaksanaan amanah rapat anggota yang diadakan minimal tiap 3 bulan dan

minimal dihadiri oleh ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan

lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

. Rapat presidium adalah forum pengambilan keputusan strategis organisasi

yang dihadiri oleh hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum,

dan lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI;

. Rapat harian adalah forum koordinasi yang diadakan secara periodik yang

dipimpin oleh ketua umum atau sekretaris umum.

| Di Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27



KONSTITUSI HMI Anggaran Rumah Tangga [

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAGIAN IV : PENGURUS HARIAN

A. KOMISI KEBIJAKAN

: Status

a.

Komisi kebijakan adalah bentuk Pengurus Harian dari Pengurus Besar;

b. Komisi kebijakan disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan

ketetapan Ketua Umum HMI;

. Formasi Komisi Kebijakan adalah Ketua Komisi Kebijakan dan para

anggota Komisi Kebijakan;

: Tugas dan Kewajiban

a.
b.

C.

Menetapkan kebijakan-kebijakan keorganisasian HMI;
Melakukan kerjasama-kerjasama organisasi dengan berbagai pihak;

Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum HMI;

B. BIDANG KERJA

: Status

a. Bidang Kerja adalah bentuk Pengurus Harian dari Pengurus Cabang;

b. Bidang Kerja disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan ketetapan

C.

Ketua Umum Cabang HMI;

Formasi Bidang Kerja adalah Ketua Bidang dan para anggota Bidang.

: Tugas dan Kewajiban

a.

Membantu Ketua Umum dalam Menjalankan amanah Konferensi yang

diberikan pada kepengurusan menurut bidang kerjanya;

. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi:

. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Cabang;

C. UNIT AKTIFITAS

: Status

a.

Unit Aktifitas adalah bentuk minimal Pengurus Harian dari Pengurus

Komisariat;

. Unit Aktifitas disusun oleh Formatur dan Mide Formatur dengan ketetapan

Ketua Umum Komisariat HMI;

. Formasi Unit Aktifitas adalah Ketua Unit Aktifitas dan para anggota

Anggota Unit aktifitas;
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d. Unit Aktifitas dapat dibentuk dalam bentuk Bidang kerja bagi komisariat
yang sehat.
Pasal 40 : Tugas dan Kewajiban
a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan amanah Rapat Anggota yang
diberikan pada kepengurusan;
b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi:

c. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Komisariat;

BAGIAN V : LEMBAGA KOORDINASI

A. BADAN KOORDINASI
Pasal 41 : Status

a. Badan Koordinasi adalah Pengurus Besar yang mengkoordinir aktifitas
internal HMI di beberapa cabang dalam satu wilayah tertentu;

b. Pembagian wilayah yang dikoordinir ditetapkan Ketua Umum HMI;

Pasal 42 : Struktur

a. Formasi Pengurus Badan Koordinasi sekurang-kurangnya terdiri dari
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;

b. Pejabat Ketua Badan Koordinasi dapat diangkat oleh Ketua Umum HMI,
jika Ketua Badan Koordinasi tersebut berhalangan tetap, dengan
memperhatikan aspirasi Cabang-cabang;

c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi adalah 2 (dua) tahun;

Pasal 43 : Tugas dan Kewajiban

a. Mengkoordinir kebijakan-kebijakan Pengurus Besar oleh cabang-cabang
diwilayah koordinasinya;

b. Menjalankan peran-peran HMI dicabang-cabang wilayahnya;

c. Membentuk Cabang baru di wilayah koordinasinya;

d. Melantik Pengurus Cabang di Wilayah Koordinasinya

e. Memberikan bimbingan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan-
kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya;

f. Meminta laporan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya;

g. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum HMI;

h. Memberikan laporan kerja ke Musyawarah Badan Koordinasi;
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i. Melaksanakan segala hal yang diputuskan di Musyawarah Daerah;

j. Mengeluarkan kebijakan di wilayah koordinasinya selama tidak
bertentangan dengan kebijakan pengurus besar HMI

Pasal 44 : Musyawarah Badan Koordinasi

a. Musyawarah Badan Koordinasi adalah musyawarah utusan cabang-cabang
di wilayah Badan Koordinasi yang diadakan 2 (dua) tahun sekali;

b. Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Badan Koordinasi adalah memilih 3
(tiga) orang calon Ketua dan menentukan Haluan Kerja Badan Koordinasi;

c. Ketua Badan Koordinasi ditetapkan Ketua Umum Pengurus Besar HMI dari
nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Badan Koordinasi;

d. Jumlah utusan cabang di Musyawarah Badan Koordinasi sesuai pasal 16 j.

B. KOORDINATOR KOMISARIAT
Pasal 45 : Status
a. Koordinator Komisariat adalah Pengurus Cabang yang mengkoordinir
Komisariat di 1 (satu) atau beberapa Perguruan Tinggi;
b. Pembagian komisariat yang dikoordinir ditetapkan Ketua Umum Cabang;
Pasal 46 : Struktur
a. Formasi Pengurus Koordinator Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari
Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
b. Pejabat Ketua Koordinator Komisariat dapat diangkat oleh Ketua Umum
Cabang HMI jika Ketua Koordinator Komisariat tersebut berhalangan
tetap, dengan memperhatikan aspirasi komisariat- komisariat;

c. Masa jabatan Pengurus Koordinator Komisariat adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 47 : Tugas dan Kewajiban

a. Membimbing dan membina Komisariat-Komisariat di lingkungannya;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi Komisariat dilingkungannya;

c. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja kepengurusan cabang di
komisariat-komisariat lingkungannya;

d. Membantu pelaksanaan operasional program Kerja kepengurusan cabang
untuk lingkungannya;

e. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum Cabang HMI;

f. Melaksanakan keputusan Musyawarah Koordinator Komisariat.
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g. Mengeluarkan kebijakan di wilayah koordinasinya selama tidak

bertentangan dengan kebijakan pengurus cabang HMI
Pasal 48 : Musyawarah Koordinator Komisariat

a. Musyawarah Koordinator Komisariat adalah musyawarah utusan
komisariat-komisariat di lingkungannya, yang diadakan 1 (satu) tahun
sekali;

b. Memilih maksimal 3 (tiga) orang calon Ketua dan menentukan Garis Besar
Program Kerja Koordinator Komisariat;

c. Ketua Koordinator Komisariat ditentukan oleh Ketua Umum Pengurus
Cabang dari nama-nama calon yang diajukan Musyawarah Koordinator
Komisariat;

d. Jumlah utusan Komisariat yang hadir pada Musyawarah Koordinator

Komisariat disesuaikan dengan pasal 19 ayat j dengan ketentuan a = 30

BAGIAN VI : LEMBAGA KHUSUS
Pasal 49 : Status
a. Lembaga-lembaga Khusus HMI adalah bagian dari struktur pimpinan yang
memiliki peran-peran khusus;
b. Lembaga-lembaga Khusus bersifat semi otonom;
c. Lembaga-lembaga Khusus HMI dibentuk oleh pimpinan HMI sesuai dengan
kebutuhan;
d. Lembaga-lembaga Khusus HMI dapat berupa: Korp HMI-wati (Kohati), Korp
Pengader (KP), dan Pusat Arsip dan lainnya yang dibentuk Pengurus HMI.
Pasal 50 : Struktur
a. Formasi Pengurus Lembaga-lembaga Khusus HMI sekurang-kurangnya
terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
b. Bila diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional
lembaga-lembaga khusus.
Pasal 51 : Tugas dan Kewajiban
a. Lembaga-lembaga Khusus bertugas melaksanakan program dan
kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan perannya masing-
masing;
b. Pengurus lembaga-lembaga khusus berkewajiban melaksanakan hasil

Musyawarah lembaga Khusus;
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c. Pimpinan Lembaga Khusus bertanggungjawab pada  Struktur
Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan Laporan Pelaksanaan Tugas
dalam lembaganya;

d. Lembaga Khusus memberikan laporan kerja kepada Struktur
Kepemimpinan HMI minimal 2 (dua) kali selama satu periode dan/atau
jika sewaktu-waktu bila diminta Struktur kepemimpinan.

Pasal 52 : Musyawarah

a. Status musyawarah Lembaga Khusus adalah merupakan forum kekuasaan
tertinggi di internal lembaga khusus dengan tanpa bertentangan dengan
ketetapan-ketetapan lembaga kekuasaan HMI ditingkatannya;

b. Musyawarah Lembaga khusus HMI berhak mengajukan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) calon Pimpinan Lembaga Khusus untuk ditetapkan oleh

pimpinan HMI.

BAGIAN VII : LEMBAGA KEKARYAAN
Pasal 53 : Status
a. Lembaga Kekaryaan adalah bagian dari struktur pimpinan HMI yang
memiliki peran kekaryaan;
b. Lembaga-lembaga kekaryaan bersifat semi otonom;
c. Lembaga-lembaga kekaryaan dibentuk bila ada aspirasi dan kebutuhan
anggota, yang memiliki minat dan bakat di bidang yang sama;
d. Lembaga Kekaryaan memiliki spesifikasi bidang yang mengarah pada
peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu.
Pasal 54 :Struktur
a. Formasi pengurus Lembaga-lembaga kekaryaan sekurang-kurangnya
terdiri dari Direktur dan Staf Direktur;
b. Bila diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional
lembaga-lembaga kekaryaan.
Pasal 55: Tugas dan Kewajiban
a. Lembaga-lembaga kekaryaan mempunyai tugas meningkatkan dan
mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota HMI pada bidang
tertentu dalam bentuk kerja kemanusiaan;
b. Pengurus lembaga-lembaga kekaryaan berkewajiban melaksanakan hasil

Musyawarah lembaga kekaryaan;
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c. Pimpinan lembaga-lembaga kekaryaan bertanggungjawab pada Struktur
Kepemimpinan HMI dengan melaksanakan pertanggung-jawabannya pada
Struktur Kekuasaan di tingkatannya;

d. Pengurus memberikan laporan kerja kepada pimpinan HMI minimal 2
(dua) kali selama satu periode;

e. Koordinator Nasional berperan dalam usaha mendorong keberhasilan
pencapaian tujuan lembaga kekaryaan ditingkatan Cabang.

Pasal 56 : Musyawarah

a. Status musyawarah Lembaga-lembaga Kekaryaan adalah merupakan rapat
anggota yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi program-
program kerja lembaga-lembaga kekaryaan;

b. Musyawarah Lembaga Kekaryaan HMI berhak mengajukan satu atau
beberapa calon pimpinan Lembaga Kekaryaan untuk ditetapkan oleh

pimpinan HMI.

C. MAJELIS SYURO ORGANISASI (MSO)
Pasal 57 : Status

a. MSO berstatus sebagai Lembaga Konsultasi dan Lembaga Peradilan HMI;

b. Sidang MSO adalah Majelis yang terdiri dari sebagian besar anggota MSO;

c. Anggota MSO adalah anggota HMI yang telah menjadi Pengurus HMI
maksimal 2 (dua) periode sebelumnya dengan jumlah maksimal 13 orang.

Pasal 58 : Struktur MSO terdiri dari Koordinator dan anggota MSO
Pasal 59 : Tugas dan kewajiban

a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada struktur kepemimpinan HMI
untuk menentukan kebijakan-kebijakan;

b. Memberikan keputusan atas konflik yang terjadi dalam struktur
kepemimpinan HMI yang tidak bisa diselesaikan oleh ketua umum struktur
kepemimpinan tersebut melalui proses persidangan;

c. Memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada Struktur Kekuasaan.

d. MSO Pusat bertugas untuk menampung dan memberikan pertimbangan
terhadap usulan amandemen dari struktur pimpinan HMI untuk diajukan

ke Kongres.
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Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65:

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

: Tata Kerja

a. Tata Kerja MSO diselenggarakan oleh Koordinator MSO;

b. Sebelum Koordinator MSO terpilih, sidang MSO pertama diselenggarakan
dan dipimpin oleh struktur kepemimpinan;

c. MSO dapat membuat tim-tim kerja melalui keputusan sidang MSO yang
dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota MSO;

d. MSO melaporkan pelaksanaan tugasnya pada struktur kekuasaan.

BAB IlI
KESEKRETARIATAN

:Kesekretariatan memiliki fungsi dalam menjalankan sisitem

keadministrasian, dan sistem keprotokoleran organisasi.

:Sistem administrasi merupakan sistem organisasi dalam mengatur sirkulasi
administrasi.
:Sistem keprotokoleran merupakan sistem organisasi dalam mengatur

prosedur aktifitas elemen-elemen organisasi.
:Sekretariat berfungsi sebagai tempat domisili tiap Struktur kepemimpinan
HMI yang berperan sebagai sentral koordinasi organisasi dan sarana aktifitas

strukutur keorgansiasian serta alat interaksi lembaga dengan lingkungannya;

BAB IV
KEUANGAN

Sumber Keuangan Internal organisasi berasal dari Uang Pangkal dan luran
yang diserahkan Anggota.

:Uang pangkal diberikan Anggota kepada Pengurus Cabang saat ia
mendaftarkan diri jadi Anggota HMI.

‘luran anggota diberikan Anggota kepada Pengurus Komisariat secara
periodik selama ia menjadi Anggota HMI.

:20 (dua puluh) persen iuran anggota yang diterima pengurus Komisariat
adalah hak milik dari Pengurus Cabang dan maksimal 20 (dua puluh) dari

jumlah yang diterima Pengurus Cabang adalah hak milik Pengurus besar.
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Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

:Tiap Struktur Kepemimpinan, Struktur Kekuasaan dan MSO berhak menerima
dana dari pihak eksternal sesuai dengan pedoman yang berlaku.

:Pengelolaan Keuangan pada Struktur Kekuasaan, Struktur Pimpinan dan MSO
harus berdasarkan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

: Seluruh kekayaan HMI akan diserahkan pada pihak yang akan ditunjuk oleh
kongres saat pembubaran organisasi.

BAB IV
ATRIBUT ORGANISASI

:Atribut-atribut Organisasi yang dipakai dalam operasional organisasi
ditetapkan oleh Kongres.

. Jenis-jenis Atribut organisasi HMI terdiri dari Lambang HMI, Bendera HMI,
Baret HMI, Muts HMI, Selempang HMI, Himne HMI, dan Mars Hijau Hitam.

: Lembaga Khusus dapat menentukan jenis dan bentuk atributnya tersendiri

melalui Musyawarah Lembaga Khusus.

BAB V
ATURAN TAMBAHAN

:Keputusan pembubaran HMI dilakukan di kongres dengan persetujuan
minimal 2/3 utusan-utusan cabang.

:Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman penjelas Anggaran Dasar HMI
yang kemudian diturunkan dalam pedoman-pedoman operasional berupa:
Pedoman Keanggotaan, Pedoman  Struktur Organisasi, Pedoman
Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut, dan Pedoman

Lembaga-lembaga yang ditetapkan di Kongres.
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